
perwujudan pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) sebagaimana ketentuan dalamPasal 17
ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003
tentang Keuangan Negara;

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang
- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pemerintah~/I
daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerinta. Y'V~

tahun dengan Peraturan Daerah sebagaisetiap

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMARA EBA
BUPATI SORONG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tuga-tugas
Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di
Kabupaten Sorong Selatan agBI' dapat dilakukan secara
berdayaguna dan berhasil guna, maka diperlukan adanya

dokumen perencanaan pembangunan daerah yang
konsisten dan selaras dengan upaya pencapaian visi dan
misi Kabupaten Sorong Selatan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

RENCANA KERJA PEMERINTAB DAERAB (RKPDI
KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2020

TENTANG

BUPATISORONGSELATAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN

NOMOR: ~ TAHUN 2019

•

,.



(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepubJik

IndonesiaNomor4421)~""\

NasionalPembangunanPerencanaanSistem

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286).
5. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang

Nomor 47, TambahanIndonesia Tahun 2003

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten TeJuk Bintuni dan
Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Nomor4245).

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

26 Tahun 2002 tentang

Bupati tentang Rencana KeIja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sorong Selatan.
1. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun
1945, pasal 18 ayat (6) Pemerintah Daerah berhak

menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan -
Peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan Tugas

Pembantuan;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4151);

3. Undang-Undang Nomor

Mengingat

dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan,

sebagaimanapertimbanganberdasarkand. bahwa

Daerah yang merupakan Rencana Ketja Tahunan
Pemerintah Kabupaten $orong SeJatan;



_6.Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor8 'Tahun 2005 tentang Penetapan Pemturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor4548).
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 443~).
8. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2007 tentang

Rencana Pembangunan .Jangka Panjang Nasional
(RPJPN)2005-2025.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian !!rusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;
1l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Keuangan NegarajDaerah;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tabun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;
13.Pemturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8

Tahun2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan ./A:_gka
Menengah Nasional (RPJMN)Tabun 2010-2011'\1



15.Peraturan Menten Dalam NegeriNomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cam Pelaksanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cam Evaluasi

Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor'120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peratuean Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

17.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 04
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-
2022 (Noreg Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat :
4/300/2017);

lB. Peraturan Daerah Kabupaten Sarong Selatan Nomor02
Tahun 2016 tentang Strtuktur dan Kelembagaan

Satuan KeJja Perangkat Daerah Kabupaten Sorong
Selatan.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sarong Selatan Nomor 04
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun
2005-2025.

20.Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 05
Tahun 2016 tentang Rencana Pemban.gunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun
2016-2021.

21.Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor22 Tahun 2017

tentang Rencana Strategis Organisasi Perang~~ Daerah

Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2016-2021ff!!lP1

I



Pasal4

1. Sistematika Penyusunan Rencana KeIja Pemerintah
Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 terdiri

dari :
BAD I PENDABULUAN

BAD II GAMBARANUMtJII KONDISI DAERAB

Pasal3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan

Tahun 2020 sebagai pedoman dalam
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPASI Anggaran Pendapatan dan BeJanja
Daerah (APBD)Kabupaten Sorong Selatan Tahun

2020

Pasal2

Rencana Kelja Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan
Tahun 2020 merupakan landasan dan pedoman operasional
bagi Perangkat Daerah Kabupaten Sorong Selatan dalam
rangka penyeJenggaraan pemerintah dan pembangunan

Tahun 2020.

Pasall
Rencana Keria Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan
Tahun 2020 yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten

Sorong Selatan Tahun 2020, adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) 'tahun yaitu
Tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan

berakhir pada tanggal31 Desember 2020.

PERATURAlI B'UPATI SORONG SELATAN TENTANG
ONeANA KERJA PEIlERDlTAB DAERAB (RKPD)

KABUPATEN SORONG BELATANTAB'UN ~

Menetapkan :

IIEII'UT'USKAN

·



BERlTA DAERAH KABUPATENSORONGSELATANTAHUN 2019 NOMOR:

: Teminabuan
~:a.:" Juni (}4~n.m,~ ROI!fG SELATAIf

Diundangkan di : Teminabuan
Pada tanggal

I\..A SEKRETARIAT DAERAB
I~ KABUPATEl'f 8OROl!fG SELAT

Pasal5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan

pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

2. Lampiran Matrik Rencana Program dan Kegiatan beserta

pagu indikatif pendanaan, lokasi dan Perangkat Daerah
peIaksana menurut bidang urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 adalah bagian

yang tidak terpisahkan dan ayat Il}dimaksud.

BAS m KBRANGKA BKOI!fOMl DABRAII DAIf
KEUAlIGAI!f DAERAB

BAS,IV 8A8ARAI!f DAl'f PRlORITAS PBIIB.AIfGUIIAlf
DAERAB

BAS V REl'fCAl'fA KERJADAKPEl'fDAlfA.Alf DAERA
EVALUASI BASIL PELAK8Al!fA.Alf RKPD
TABUN 2016 DAIf CAPAl.AIf KlJ!fBR.JA
PEI!fYELElfGGARAAB PEIIItRlRTAHAR

BAS VI KIl!fERJA PEl'fYELEl'fGGARAAl'f
PEMERIl'fTABAN DAERAB

BAS VII PENUTUP


